PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang

Mengingat

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
‘Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan,K Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); |

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ,
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13

14.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indones:xa
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057); 4

Peraturan Pemerintah NomorSGTahuni’OlStcntnngPinjamﬁ-
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 248, Tambahan LcmbamnNegachpubliklnm
Nomor 6279);
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18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 seri E) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014 Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan

Menetapkan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH ' TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. -

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat : '

. Laporan Realisasi Anggaran;

. Neraca,; ‘

. Laporan Arus Kas;

. Laporan Operasional;

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan

. Catatan atas Laporan Keuangan.

m ™SS0 A0 oP

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
gliler}gkapi dengan Laporan Realisasi Anggaran terinci dan
ikhtisar ~ laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

M
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Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan: if o Rp 9.278.520.060.062,03
b. Belanja dan Transfer........... Rp 9.517.763.493.965,89
SULPIUS: ¢ e v b b e o (Rp 239.243.433.903,86)
c. Pembiayaan
1+ Penerimaan. ... 01 ana it Rp 474.977.880.806,42
2. Pengeluaran, . iod s stes Rp 114.114.901.552,00
Pembiayaan Netto Rp 360.862.979.254,42
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a.

. Selisih  anggaran - dengan realisasi

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp646.362.033.036,72 dengan rincian sebagai berikut :

1.Anggaran pendapatan setelah

Perubalan.. o s e e Rp 9.924.882.093.098,75
2:Realisasi’mas. e s AT Rp 9.278.520.060.062,03

Selisih Lebih Rp 646.362.033.036,72

belanja  sejumlah
Rp1.145.126.330.886,81 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah

PETUDANATY :: s.c ot e S R Rp 10.662.889.824.852,70
21 Realisasin... oo sm e bl APNR 9.517.763.493.965,89
Selisih Lebih Rp 1.145.126.330.886,81

Selisih anggaran dengan realisasi

surplus/defisit sejumlah
(Rp498.764.279 .850,09) dengan rincia

n sebagai berikut :

1. Anggaran setelah perubahan

........ Rp  738.007.731.753,95
2. Realisasi........,

......................... Rp 239.243.433.903,86
Selisih Kurang

(Rp 498.764.279.850,09)

Se_lisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
ls)cjumlah Rp382.144.752.499,53 dengan rincian sebagai
erikut:
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‘J..-Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah’ pertiBR AL e T et s ts s Rp 857.122.633.305,95
25 RealiSasy i Jomitntin s Iy rrtudle Rp 474.977.880.806,42
Selisih _ Rp 382.144.752.499,53

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahian..........oovieees Rp 119.114.901.552,00
2. Realisasit.z=c.fiu L DO 0 Rp 114.114.901.552,00
Selisih Rp 5.000.000.000,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp377.114.752.499,53 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahaniiiv.. ..o sisisies Rp 738.007.731.753,95
2. RealisSasi. . s m. tuonea Wz lace - Rp 360.862.979.254,42
Selisih Kurang Rp 377.114.752.499,53
| Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per
31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. ~Jumlah Aset s .o aties b o b Rp 31.995.191.846.614,10

b: Jumlah - Kewajiban.. ... ...t sarse o Rp 852.701.096.596,92

c. Jumlah Ekuitas Dana..................... Rp 31.142.490.750.017,20
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf ¢ wuntuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2020.. Rp 208.426.760.311,43
b. Saldo Kas awal di Bendahara

PEN@EIaranli  ....oc.uersshirs Paaiieer Rp 10.355.271,00
c. Saldo Kas awal di Bendahara

PENETIINAATL . 1. dror s el T ey Rp 11.803.458,00
d. Saldo Kas awal di BOS.................... Rp 49.939.837.133,34
e. Saldo Kas awal di BLUD ................. Rp 28.659.503.069,65
f. Saldo awal di Kas Lainnya.............. Rp 62.187.187.000,00
g. Arus Kas dari aktivitas Operasi...... Rp 1.425.257.575.459,68
h. Arus Kas dari aktivitas Investasi... ~ (Rp 1.664.501.009.363,54)
i. Arus Kas dari aktivitas Pendanaan... Rp 11.628.608.784,00
j. Arus Kas dari aktivitas Transitoris.... Rp 2.916.485.391,02
k,

Saldo Kas akhir per
AP Desember 20205 i34 sshaisimii Rp 124.537.106.514,58

P-%
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Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan LO:......ocovveen Rp 9.834.623.550.284,66
b. Jumlah Beban LO......... Levenenniaseseine Rp 8.874.928.893.362,46
Pasai 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2020 adalah

sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal... Rp 349.152.583.098,60
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan.... Rp 349.234.370.470,42
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (Silpa/SIKPA)....... Rp 121.619.545.350,56

"d. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Rp 81.787.371,82

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 121.619.545.350,56

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Ekuitas Awal.............cooun Rp 25.566.960.490.904,10

b. Surplus/Defisit LO.........ccoiviiiinnnn Rp 961.492.156.773,58

c. Koreksi Ekuitas Lainnya.......coovuiees Rp 4.614.038.102.339,50

d. Ekuitas AKRIT ....ccccceeemmeenaneioonsissians Rp 31.142.490.750.017,20
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

a. Lampiran] : Laporan Realisasi Anggaran;
~ Lampiranl. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
e Organisasi;
- Lampiranl. 2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
IR : Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

ks
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Lampiran [. 3 : Rekapitulasi Realisasi !nggaran IF

Daerah menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran I. 4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi
dalam kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara,; '
Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Lampiran III : Laporan Operasional;

Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran V : Neraca,

Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan,

Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah,;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak
Tertagih

j. Lampiran X : Daftar . Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pengerjaan;

g @ ae o

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI: Daftar Dana Cadangan Daerah;

g. Lampiran XVII: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX: Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

: berikutnya,;

&

Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan kchangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran terinci sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Daerah ini.

b. Ikhtisar laporan  keuangan badan usaha milik

TR g daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam

SR Lampiran XX Peraturan Daerah ini.
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Pasal 12

Gubernur menetspian Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Anggaran 2020

Pasal 13

Persturan Deersh inl mulal beriaku pada tanggal dundangkan.

Persturan Deersh ini dengan penempatannya dalam Lemabaran

Ditetapkan di Palembang
pada mnggal 3 Septasaber 2021

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 Seplsmber 2021

P). SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,
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